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BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR %4 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 126 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) dalam Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan bahwa pembentukan Kepengurusan Forum
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan difasilitasi
oleh Bupati;

b. bahwa Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan beranggotakan pengusaha-pengusaha dari lintas
organisasi dan/atau asosiasi pengusaha yang ada di
Kabupaten Temanggung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ,dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 126
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);



Menetapkan :

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir,
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
+tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010
tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2017 tentang Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan
Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 76);

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2017 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 126 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN



Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2107 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017
tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ( Berita Daerah
‘Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 127 ) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 _beranggotakan perwakilan dari
perusahaan-perusahaan yang terlibat dalain pelaksanaan program TJSLP.

(2) Kepengurusan FTJSLP sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris,
Bendahara, dan koordinator pelaksana.

(3) Pembentukan kepengurusan FTJSLP difasilitasi oleh Bupati, dan dikukuhkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

-~

pada tanggal 1 llaret 201¢

BUPATI TEMANGGUNG

M\

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 llaret 201C
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

K4
—

SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 11



